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ABSTRAK 

Penyaluran dana merupakan fungsi utama bank dalam rangka mengelola 

dana yang diamanatkan oleh masyarakat kepadanya. Salah satunya adalah dalam 

bentuk pembiayaan. Sejalam dengan hal tersebut, pembiayaan yang disalurkan 

selalu diikuti dengan resiko yang mungkin timbul yaitu resiko pembiayaan 

bermasalah atau non performing financing (NPF). Bank Indonesia telah 

menetapkan standar rasio NPF pada bank syariah di Indonesia sebesar 5%. 

Tingginya rasio NPF pada sebuah bank mengindikasikan bahwa bank belum 

mampu menerapkan prinsip kehati-hatian secara maksimal dalam menyalurkan 

pembiayaannya. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk 

menyelesaikan pembiayaan yang tergolong macet adalah dengan melakukan 

hapus buku (write off). Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh hapus 

buku terhadap tingkat penurunan rasio NPF dan bagaimana pengaruh hapus buku 

dalam perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh hapus buku terhadap tingkat penurunan rasio NPF dan menganalisis 

pengaruh hapus buku dalam perspektif ekonomi islam. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan data sekunder pada masing-

masing bank sebagai sumber penelitian. Populasi penelitian berjumlah 13 bank 

umum syariah yang kemudian diambil 7 bank sebagai sampel penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier 

sederhana, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil penelitian 

uji asumsi klasik menunjukkan bahwa variabel independen hapus buku 

berdistribusi normal terhadap variabel dependen NPF. Hasil uji analisis regresi 

linier sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi variabel hapus buku sebesar 

0,320 terhadap tingkat penurunan rasio NPF. Artinya setiap kenaikan per satuan 

variabel hapus buku akan menyebabkan penurunan rasio NPF sebesar 0,320. Uji t 

parsial menunjukkan nilai signifikansi variabel hapus buku sebesar 0,020 < 0,05, 

yang berarti variabel hapusbuku berpengaruh positif terhadap variabel NPF. 

Kemudian nilai uji koefisien determinasi (R square) sebesar 0,154 dan nilai 

korelasi (R) sebesar 0,393. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 

variabel hapus buku terhadap variabel NPF sebesar 15,4%, dengan demikian 

maka variabel penurunan rasio NPF yang dapat dijelaskan melalui variabel hapus 

buku hanya sebesar 15,4%  . 

 . 

Kata Kunci : Hapus Buku (Write off), Non Performing Financing (NPF) 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Demi mencegah salah pengertian dalam memahami maksud judul 

skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah pokok yang terkandung 

dalam judul tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempermudah 

pemahaman, juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai 

dengan yang dikehendaki penulis dalam memperoleh gambaran yang jelas 

dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah “Pengaruh 

Hapus Buku (Write Off) Terhadap Tingkat Penurunan Rasio Non 

Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-

2017” 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau yang timbul dari suatu peristiwa 

(benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 

seseorang
1
 

2. Hapus Buku (Write Off) adalah mengeluarkan aset yang tidak produktif 

dari pembukuan, seperti kredit macet yang tidak dapat ditagih, namun 

demikian bank tetap berhak melakukan penagihan atas kredit macet itu 

sebisa mungkin. Penghapusan kredit macet oleh bank pada dasarnya dapat 

                                                             
1
 Team Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018), h. 1045 



2 

 

 

dilakukan bank sepanjang bank bersangkutan mampu untuk 

melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup.
2
 

3. Tingkat adalah yang menyatakan suatu kualitas atau keadaan lebih tinggi 

atau lebih rendah dalam hubungan dengan titik tertentu.
3
 

4. Penurunan adalah proses, cara, perbuatan menurun, menuruni, atau 

menurunkan. Penurunan juga berarti penyusutan. Penurunan juga berarti 

pengurangan (harga dan sebagainya). Penurunan juga berarti 

pembongkaran (muatan dan sebagainya).
4
 

5. Rasio adalah suatu perhitungan rasio dengan menggunakan laporan 

keuangan yang berfungsi sebagai alat ukur dalam menilai kondisi 

keuangan dan kinerja perusahaan.
5
 

6. Non Performing Financing (NPF) adalah rasio yang menggambarkan 

jumlah pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan 

oleh bank.
6
 

7. Bank Umum Syariah adalah Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank 

syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

                                                             
2
   Iswi Hariyani, Cita Yustisia, R. Serfianto, Credit Top Secret Buku Pintar 

Perjanjian Kredit & Penyelesaian Piutang Macet (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2018), h. 

185  
3
 Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (On-line), tersedia di : 

https://kbbi.web.id/tingkat (27 April 2018)  
4 Staf MRPK, “Apa Arti” (On-line), tersedia di: https://www.apaarti.com/arti-

kata/turun.html (27 April 2019)   
5
  Hery, Analisis Kinerja Manajemen The Best Financial Analysis Menilai Kinerja 

Manajemen Berdasarkan Rasio Keuangan (Jakarta: PT Grasindo, 2015), h. 138  
6
  Nur Gilang Giannini. “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada 

Bank Umum Syariah di Indonesia”. (Accounting Analysis Journal, Volume 2, Nomor 1, 2013), 

h. 146 

https://kbbi.web.id/tingkat%20(27
https://www.apaarti.com/arti-kata/turun.html%20(27
https://www.apaarti.com/arti-kata/turun.html%20(27
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Berdasarkan penegasan judul diatas maka peneliti memilih judul 

Pengaruh Hapus Buku (Write Off) Terhadap Tingkat Penurunan Rasio 

Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Umum Syariah Periode 

2013-2017. 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan jika rasio pembiayaan 

bermasalah (Non Performing Financing/NPF) dari bank syariah masih 

relatif tinggi dibandingkan dengan rasio kredit bermasalah (Non 

Performing Loan/NPL) bank konvensional. Tercatat, sejak triwulan IV 

2016 hingga Oktober 2017 angka NPF bank syariah berada di angka 

4,12%. Angka ini jauh melampaui NPL bank konvensional sebesar 

2,96%.
7
 

Industri perbankan khususnya di Indonesia dalam menjalankan 

fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat 

menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menentukan pinjamannya pada 

nasabah. Kendati demikian pembiayaan yang diberikan tidak selamanya 

dapat dikembalikan dengan tepat waktu oleh nasabah bahkan banyak 

kasus pembiayaan tersebut tidak dapat dilunasi. Pembiayaan yang tidak 

dapat dilunasi akan berimbas pada kesehatan bank dan menurunkan laba 

yang diterima oleh bank tersebut. Penilaian tingkat kesehatan bank yang 

                                                             
7
economy.okezone.com(On-line), tersediadi : 

https://economy.okezone.com/read/2017/12/15/320/1831077/data-ojk-ungkap-kredit-

bermasalah-bank-syariah-4-12-lebihi-konvensional-2-96 

https://economy.okezone.com/read/2017/12/15/320/1831077/data-ojk-ungkap-kredit-bermasalah-bank-syariah-4-12-lebihi-konvensional-2-96
https://economy.okezone.com/read/2017/12/15/320/1831077/data-ojk-ungkap-kredit-bermasalah-bank-syariah-4-12-lebihi-konvensional-2-96
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dilakukan adalah dengan cara mengukur besarnya nilai non performing 

financing (NPF). 

Hal ini membuktikan bahwa resiko pembiayaan bermasalah pada 

bank syariah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional. 

Keputusan dilakukan hapus buku demi menjaga rasio NPF. Jika 

pembiayaan bermasalah yang tergolong macet dihapus dari neraca 

keuangan, otomatis akan menurunkan tingka rasio NPF.    

2. Secara Subjektif 

Pokok bahasan skripsi ini telah sesuai berdasarkan jurusan yang 

ditempuh oleh penulis yaitu Perbankan Syariah. Dimana merupakan suatu 

kajian disiplin keilmuan yang berkaitan dengan manajemen dan 

penggunaan dana di Perbankan Syariah. Penulis optimis dapat 

menyelesaikan skripsi ini lantaran tersedianya berbagai sumber referensi 

yang dapat mendukung melalui literatur yang tersedia baik di 

perpustakaan maupun sumber pendukung lainnya seperti buku, jurnal, 

artikel, dan data yang diperlukan dari laporan keuangan yang telah 

dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah yang terkait penelitian ini pada 

periode 2013-2017. 

C. Latar Belakang 

Peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara 

sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan 

keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Begitu pentingnya dunia perbankan, 

sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan “nyawa” untuk 
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menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Anggapan ini tentu tidak 

salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya 

dalam hal meenciptakan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk 

menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan 

investasi dan jasa keuangan lainnya.
8
 

Perbankan dalam kehidupan suatu negara merupakan salah satu agen 

pembangunan (agent of development). Hal ini dikarenakan adanya fungsi 

utama dari perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga 

yang menghimpun dana dari masyrakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak.
9
 

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank 

yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau 

biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan 

yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur’an dan 

Hadis Nabi Saw, atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan 

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam 

lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.
10

 

                                                             
8
  Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3 

9
 Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Pasal 1 

dan 2 
10

 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2014), h. 2 
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Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank 

Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip 

syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (adl wa tawazun) 

kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung 

gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.
11

 

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut financial 

intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga dalam aktivitasnya 

berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu 

dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya 

perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan 

komoditas.
12

 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak 

ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia 

sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya, 

dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-

bank konvensional.
13

 Diakui atau tidak, bahwa deregulasi finansial di 

Indonesia telah memberikan iklim bagi tumbuh dan berkembangnya bank 

syariah di Indonesia.
14

  

 

                                                             
11

Otoritas Jasa Keuangan (OjK) (On-line), tersedia 

di:https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan”. 
12

 Ibid, h. 3 
13

 Nofinaawati, “Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia” (JURIS, Vol 14, 

No. 2 Juli-Desember 2015), h. 67 
14

 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2015), h.15 
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Tabel 1.1 

Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Keuangan OJK (Data diolah, 2019) 

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa selama lima tahun terakhir 

sejak tahun 2013 hingga Desember 2017 Bank Umum Syariah (BUS) 

menunjukkan peningkatan, hal ini dibuktikan bahwa jumlahnya meningkat 

dari 11 Bank Umum Syariah (BUS) menjadi 13 Bank Umum Syariah (BUS). 

Kenaikkan tersebut terjadi pada tahun 2014 dengan munculnya Bank 

Tabungan Pensiunan Syariah dan pada tahun 2016 dengan Bank Aceh 

Syariah. 

Seiring dengan perkembangan bank umum syariah hal ini diikuti 

dengan pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga (DPK). Berikut adalah 

pertumbuhan jumlah aset dan dana pihak ketiga bank umum syariah selama 

periode 2013 sampai dengan 2017. 
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Tabel 1.2 

Perkembangan Aset dan Dana Pihak Ketiga dalam Miliar Rupiah 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Keuangan OJK (Data diolah, 2019) 

Grafik diatas menunjukkan jumlah perkembangan aset dan dana pihak 

ketiga (DPK) bank umum syariah selama periode 2013 sampai dengan 

Desember 2017. Tahun 2013 aset bank umum syariah sebesar 242.276 miliar 

dan pada 2017 sebesar 288.027 milyar, yang berarti selama lima tahun 

terakhir jumlah aset meningkat sebesar 45.751 milyar. Hal ini menunjukkan 

bahwa kepercayaan masyarakat terhadap produk serta layanan yang diberikan 

bank umum syariah meningkat. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan 

masyarakat terhadap produk dan layanan yang diberikan bank umum syariah 

mengakibatkan masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya. Disisi lain, 

berdasarkan grafik menunjukkan bahwa total dana pihak ketiga tahun 2013 

sebesar 183.534 milyar dan pada akhir Desember 2017 mencapai 238.225 

milyar dengan jumlah peningkatan selama lima tahun tersebut sebesar 67.502 

milyar. 

242,276 

204,961 213,423 

254,184 
288,027 

183,534 170,723 174,895 
206,407 

238,225 

2013 2014 2015 2016 2017

Aset DPK
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Perbankan adalah bisnis yang sangat beresiko, namun juga sangat 

menguntungkan. Bisnis perbankan banyak diatur negara karena melibatkan 

penghimpunan dan penyaluran dana-dana masyarakat. Masyarakat dapat 

menjadi nasabah penyimpan dana (deposan) maupun nasabah pemakai dana 

kredit (debitor). Akibat dana kegiatan bisnisnya manyangkut dana masyarakat 

itulah yang menyebabkan pengelolaan perbankan harus selalu memegang 

prinsip kehati-hatian.
15

 Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, 

yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak yang merupakan defisit unit.
16

. Berdasarkan pada UU No. 21 Tahun 

2008 Tentang Bank Syariah, Bank adalah badan usaha yang menghimpun 

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainya dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat.
17

 

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka bank mempunyai peran yang 

sangat penting dalam memobilisasi dana dari masyarakat yang mengalami 

surplus dana kepada masyarakat yang mengalami defisit. Sementara itu, dalam 

proses memberikan pembiayaan sangat penting bagi perbankan untuk 

memperhatikan kualitas pembiayaan yang diberikan. Karena jika dalam proses 

pembayaran terjadi permasalahan (nasabah gagal bayar) maka bank akan 

                                                             
15 Iswi Hariyani, Cita Yulistisia Serfani, Serfianto D. Purnomo, Credit Top Secret 

Buku Pintar Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Kredit Macet (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 

2018), h. 154 
16

 Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: 

GEMA INSANI, 2017), h. 161 
17

 Rukhul Amin, Haqiqi Rafsanjani, Abdul Mujib, “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Non Performing Financing : Studi Kasus Pada Bank Dan BPR Syariah Di 

Indonesia”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 2, No. 2,( 

2017) , h. 2 
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menanggung kerugian dan hal tersebut tentu akan merugikan bank itu 

sendiri.
18

 

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi dari bank, dan lewat 

pembiayaan pula bank nantinya akan memperoleh keuntungan. Akan tetapi, 

dalam menjalankan fungsi pembiayaan, bank juga mempunyai resiko yaitu 

resiko pembiayaan, yaitu dimana nasabah tidak mampu untuk memenuhi 

kewajibannya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Semakin 

tinggi jumlah nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (gagal 

bayar), maka tingkat kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank akan 

semakin besar. 

Prinsip kehati-hatian sangat penting dilakukan guna mewujudkan 

sistem perbankan yang sehat dan kokoh. Oleh karena itu, dukungan kontrol 

terhadap aktivitas perbankan oleh Bank Indonesia dengan kewajiban 

melaksanakan prinsip kehati-hatian merupakan solusi terbaik dalam rangka 

menjaga dan mempertahankan eksistensi perbankan, yang pada akhirnya akan 

menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada industri perbankan itu 

sendiri.
19

 

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan secara tersirat 

diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 yang menyatakan dalam 

memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum 

wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad 

                                                             
18

 Ibid, h. 2 
19

 Iswi Hariyani, Cita Yulistisia Serfani, Serfianto D. Purnomo, Credit Top Secret 

Buku Pintar Perjanjian Kredit Dan Penyelesaian Kredit Macet (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 

2018), h. 154 
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dari kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi 

hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang 

diperjanjikan. Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman 

perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan 

ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (kini OJK).
20

 

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU 10/1998 menyatakan bahwa kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinip syariah yang diberikan oleh bank mengandung 

resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas 

perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk 

mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan 

kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan 

yang diperjanjikan oleh bank merupakan faktor penting yang harus 

diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum 

memberikan pembiayaan, bank harus memberikan penilaian dengan seksama 

terhadap watak, kemampuan, modal, dan prospek usaha nasabah debitor. 

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian 

pembiayaan, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah memperoleh 

keyakinan atas kemampuan nasabah debitor mengembalikan utangnya, maka 

agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai 

dengan pembiayaan yang bersangkutan.  

                                                             
20 Ibid, h. 154 
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Pemberian pembiayaan oleh bank merupakan salah satu usaha bank 

untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya diperbolehkan untuk 

meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk 

pembiayaan. Jika bank telah betul-betul yakin bahwa debitur akan dapat 

mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan 

syarat-syarat yang telah disetujui antara kedua belah pihak. Hal ini perlu 

diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan sehingga tersimpul kehati-

hatian dengan menjaga unsur keamanan sekaligus unsur keuntungan dari suatu 

pembiayaan.
21

 

Berikut adalah data jumlah pembiayaan yang disalurkan, jumlah 

pembiayaan macet, dan jumlah aktiva produktif yang dihapusbukukan oleh 

bank umum syariah pada periode 2013 sampai dengan desember 2017. 

Tabel 1.3 

Jumlah Pembiayaan BUS 2013-2017 Dalam Miliar Rupiah 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Keuangan OJK (Data diolah, 2019) 

 

 

                                                             
21

 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia (Bandung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2012), h. 333   

184,122 186,138 192,642 
230,035 

255,236 

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Pembiayaan BUS 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017
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Tabel 1.4 

Jumlah Pembiayaan Macet dan Hapus Buku BUS 2013-2017 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Laporan Keuangan OJK (Data diolah, 2019) 

Terkadang tidak semua pembiayaan yang diberikan kepada nasabah 

dapat tertagih pada waktunya tetapi ada juga pembiayaan yang tidak lancar 

pelunasannya atau dapat digolongkan kepada pembiayaan bermasalah. 

Apabila terjadi peningkatan terhadap pembiayaan bermasalah, maka secara 

tidak langsung akan menghambat terbentuknya pendapatan yang seharusnya 

diterima dan akan mengganggu kegiatan operasional perbankan, selain itu 

beban pencadangan piutang aktiva produktif (PPAP) pun akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya pembiayaan bermasalah, sehingga laba bank 

pun akan berkurang.
22

  

Sebelum bank syari’ah menyalurkan dananya kepada masyarakat 

melalui pembiayaan, terlebih dahulu bank syari’ah perlu melakukan analisis 

pembiayaan yang mendalam kepada para nasabah yang akan menerima 

                                                             
22

 Herry Goenawan Soedarsa, Apri Irianti Raharjo, “Analisis Kredit Bermasalah 

Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Peningkatan Net Profit Margin (Studi Kasus 

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Tahun 2011-2013)”, JURNAL Akuntansi & 

Keuangan, Vol. 6, No. 2, September 2015, h, 125 

2,735 
3,990 4,684 4,685 4,251 3,615 4,270 

5,966 
7,992 

12,304 

2013 2014 2015 2016 2017

Jumlah Pembiayaan Macet dan 

Hapus Buku BUS 2013-2017 

Macet Hapus Buku
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penyaluran pembiayaan tersebut.
23

 Karena pemberian pembiayaan tanpa 

dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Akibatnya, jika 

salah dalam menganalisis pembiayaan yang disalurkan bank kepada nasabah, 

maka bank akan kesulitan dalam menagih tagihannya kepada nasabah tersebut 

atau bisa disebut pembiayaan macet atau bermasalah atau biasa juga dikatakan 

Non Performing Financing (NPF),
24

  

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 

menyebutkan bahwa pembiayaan yang termasuk golongan perhatian khusus, 

kurang lancar, diragukan dan macet disebut Non Performing Financing Gross 

(NPF gross), sedangkan Non Performing Financing netto (NPF netto) adalah 

pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet.
25

  

Bank Indonesia telah menetapkan tingkat Non Performing Financing 

Gross (NPF gross) maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan suatu 

bank. Semakin tinggi Non Performing Financing (NPF) diatas 5% maka bank 

tersebut dinyatakan tidak sehat karena Non Performing Financing (NPF) yang 

tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima, sehingga bank pun 

tidak dapat memenuuhi kewajiban jangka pendeknya kepada para deposan. 

Ketika rasio Non Performing Financing (NPF) meningkat maka profitabilitas 

bank akan terganggu, disisi lain bank tidak mampu menutupi resiko kerugian 

dengan modal yang ada, hal tersebut menjadikan bank tidak dapat memenuhi 

                                                             
23 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik (Jakarta : Gema 

Insani, 2001), h. 105.  
24

 Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 83. 
25

 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat 

Kesehatan Bank Umum. 
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kewajiban jangka pendeknya kepada para deposan dan dapat dikatakan Quick 

Rasio (QR) bank tersebut lemah.  

Bank harus berpedoman dan memperhatikan pada dasar-dasar 

penyaluran pembiayaan secara sehat yang telah diatur oleh Undang-Undang 

Perbankan yang berlaku demi meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. 

Pembiayaan macet merupakan risiko pembiayaan yang paling utama yang 

dapat menimbulkan kerugian bagi bank baik dalam segi laba maupun 

operasional bank. Pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam 

pelaksanaannya akan memunculkan biaya yang akan berpengaruh pada 

profitabilitas bank yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian dan 

berkurang pada sisi laba. 

Semakin tinggi rasio non performing financing (NPF) maka semakin 

menurun pula tingkat kesehatan bank tersebut atau menurunnya pendapatan 

yang telah diharapkan, karena hal ini bersangkutan dengan kepercayaan 

nasabah terhadap bank sebagai lembaga keuangan. Bagi bank umum pada 

umumnya, adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah 

yang mendekati atau diatas jumlah yang ditentukan Bank Indonesia, 

menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam 

pengelolaan pembiayaannya. Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan 

akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi 
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kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan 

(stakeholder).
26

  

Tujuan dilakukannya hapus buku pembiayaan adalah untuk 

memperbaiki kualitas neraca pembiayaan bank. Bank dapat mengeluarkan 

pencatatan sejumlah hal dari neraca bank diantaranya angka piutang 

pembiayaan yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok pembiayaan, dan 

denda. Hal ini akan berdampak pada tingkat NPF menurun sehingga 

meningkatkan nilai kesehatan suatu bank. Disisi lain, bank dapat lebih fokus 

dalam mengembangkan produk serta memperluas ekspansi usaha tanpa harus 

terhambat pembiayaan bermasalah. 

Berdasarkan fenomena tersebut, bank seharusnya dapat mengelola 

manajemen resiko pembiayaan dengan sebaik mungkin serta memaksimalkan 

prinsip kehati-hatian pada pembiayaan yang disalurkan untuk menghindari 

adanya pembiayaan bermasalah. Hal ini sudah selayaknya dilakukan demi 

meningkatkan kinerja kesehatan bank dan memperoleh laba yang diinginkan. 

Maka dengan ditemukannya permasalahan-permasalahan diatas, penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana pengaruh 

hapus buku terhadap tingkat penurunan rasio NPF. 

Berdasrkan hal tersebut, maka penulis memiih judul “Pengaruh 

Hapus Buku (Write Off) Terhadap Tingkat Penurunan Rasio NPF (Non 

Performing Financing) Pada Bank Umum Syariah Periode 2013-2017”. 

 

                                                             
26

 Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan 

Penyelesaiannya”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol 6 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 288   
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini hanya 

memfokuskan pembahasan mengenai hal-hal sebagai berikut. 

1. Laporan keuangan tahunan bank umum syariah yang ada di Indonesia 

periode 2013-2017. 

2. Bank syariah yang mencantumkan jumlah pembiayaan yang dihapusbuku 

selama tahun berjalan pada catatan atas laporan keuangannya.   

3. Penelitian ini hanya membahas tentang seberapa besar pengaruh hapus 

buku dalam menurunkan tingkat rasio NPF pada bank syariah di 

Indonesia. 

4. Penelitian ini mengambil 7 sampel bank syariah sebagai penelitian dari 

total populasi sebanyak 13 bank syariah.   

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengaruh Hapus Buku (Write Off) terhadap tingkat penurunan 

rasio Non Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah Periode 

2013-2017? 

2. Bagaimana Hapus Buku (Write Off) dan rasio Non Performing Financing 

(NPF) dalam perspektif Ekonomi Islam? 
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F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penelitian ini 

bertujuan,  

1. Untuk mengetahui serta menjelaskan pengaruh Hapus Buku (Write Off) 

terhadap tingkat penurunan rasio Non Performing Financing (NPF) pada 

Pebankan Syariah Periode 2013-2017. 

2. Untuk mengetahui serta menjelaskan Hapus Buku (Write Off) dan rasio 

Non Performing Financing (NPF) dalam perspektif Ekonomi Islam. 

G. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan secara luas dan dapat menjadi referensi 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hapus Buku (Write Off) terhadap 

Tingkat Penurunan Rasio Non Performing Financing (NPF), dan juga 

dalam pandangan perspektif ekonomi islam. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Bank 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang 

berkepentingan untuk melakukan penelitian terhadap aspek keuangan 

dan menjadikan bahan masukan bagi pihak Bank Umum Syariah (BUS) 

dalam mengelola serta mengetahui dampak dan pengaruh Hapus Buku 

(write off) terhadap Tingkat Penurunan Rasio Non Performing 

Financing (NPF). 
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b. Bagi Penulis 

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang 

lebih mendalam lagi mengenai Perbankan Syariah khususnya dalam 

melakukan tindakan hapus buku (write off) terhadap pembiayaan macet 

demi menurunkan rasio Non Performing Financing (NPF) serta 

memenuhi salah satu syarat dalam  menyelesaikan Program Studi 

Perbankan Syari’ah. 

c. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan 

perbendaharaan perpustakaan khususnya dalam kajian ilmu 

penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

d. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

kajian bagi penelitian-penelitian baru yang akan melakukan penelitian 

yang sejenis terkait pengaruh hapus buku (write off) terhadap tingkat 

penurunan rasio non performing financing (NPF) pada bank. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency Theory merupakan konsep yang menjelaskan hubungan 

kontraktual antara principals dan agents. Hubungan keagenan atau agency 

relationship muncul ketika satu atau lebih individu (majikan) menggaji 

individu lain (agen atau karyawan) untuk bertindak atas namanya,  

mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan kepada agen atau 

karyawannya. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan ini muncul 

antara: (1) pemegang saham (shareholders) dengan para manajer, serta (2) 

shareholders dengan kreditur (bondholders atau pemegang obligasi).
27

  

Jensen dan Meckling
28

 menggambarkan hubungan agency sebagai 

suatu kontrak dibawah satu atau lebih (principal) yang melibatkan orang lain 

(agent) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan 

pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam teori 

agensi yang memiliki saham sepenuhnya adalah pemilik (pemegang saham), 

dan manajer diminta untuk memaksimalkan tingkat pengembalian pemegang 

saham. Baik principal maupun agent diasumsikan sebagai orang ekonomi 

yang rasional dan semata-mata termotivasi oleh kepentingan pribadi. 

                                                             
27

 Atmaja, Lukas Setia, Manajemen Keuangan (Yogyakarta: Andi Offset, 2008), h.12 
28

 Jensen, M.C. dan W.H. Meckling. 1976. “Theory of the Firm: Managerial  

Behavior, Agency Costs and Ownership structure.”Journal of Financial Economics, vol 13, 

1976, h.305-360 
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Problem keagenan (agency problem) antara pemegang saham (pemilik 

perusahaan) dengan manajer potensial terjadi bila manajemen tidak memiliki 

saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham tentu menginginkan manajer 

bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. 

Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk  

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan 

kemakmuran mereka sendiri. Untuk meyakinkan bahwa manajer bekerja 

sungguh-sungguh untuk kepentingan pemegang saham, pemegang saham 

harus mengeluarkan biaya yang disebut agency cost untuk meminimalkan 

tindakan manajer yang tidak diinginkan, serta opportunity cost yang timbul  

akibat kondisi dimana manajer tidak dapat segera mengambil keputusan tanpa 

persetujuan pemegang saham. 

B. Bank Syariah 

1. Pengertian Bank Syariah 

Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang 

kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan 

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-

jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap 

perusahaan yang bergeerak dibidang keuangan dimana kegiatannya apakah 

hanya menghimpun dana atau hanya mmenyalurkan dana atau kedua 

duanya.
29

  

                                                             
29

 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 3 
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Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. Bank islam atau disebut juga bank syariah 

adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga.
30

 

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah 

pasal 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang 

menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, 

kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan 

usahanya.
31

 Bank syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai sistem 

tersendiri dimana dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan 

sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidakpastian atau 

ketidakjelasan (gharar), melainkan menggunakan sistem bagi hasil sebagai 

landasan utama dalam kegiatan operasionalnya.
32

 Bank Islam atau biasa 

disebut juga dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan yang 

usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang mengoperasikannya 

disesuaikan dengan prinsip syariat islam.
33

 

2. Dasar Hukum Bank Syariah 

Perbankan syariah di Indonesia terbagai dalam dua bagian yaitu 

dasar hukum normatif dan dasar hukum formal. Keduanya secara simultan 

                                                             
30

 Veithzal Rivai dan Arviyan, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 868. 
31

 Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

Syariah (On-Line) tersedia  di: www.bi.go.id, 
32

 Alin Febri Hayunah, “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratiio (CAR), Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) Terhadap 

Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016”, (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.52. 
33

 Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: Rajawali Perss, 2014), h.2 

http://www.bi.go.id/
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memberikan kekuatan hukum berlakunya perbankan syariah di Indonesia. 

Dasar hukum normatif berasal dari hukum islam yang terdapat dalam Al-

Quran, Sunnah dan ijtihad para ulama. Ketentuan ini dikeluarkan dalam 

bentuk fatwa dewan nasional syariah. 

a. Al-Qur’an dan Hadist 

Dalam menjalankan kegiatan aktivitasnya perbankan syariah 

riba adalah salah satu unsur yang dilarang hal ini terdapat dalam Al-

Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275: 

                  

                           

                               

                       

      

Artinya:  

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 

maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 
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kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya.” 

Dan dalam sebuah haidst yang berbunyi sebagai berikut. Al-

Hadist  

 “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shababh 

dan Zuhair bin Hard dan Utsman bin Abu Syaibah mereka berkata: 

Telah menceritakan kepada kami Husyalim telah mengabarkan kepada 

kami Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, “Rasulullah Shallahu 

Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba, orang menyuruh makan riba, 

juru tulisnya dan saksi-saksinya.” Dia berkata, “mereka semua sama” 

b. Peraturan Perundang-undangan perbankan syariah 

1) UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 

tahun 1992 tentang Perbankan. 

2) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. 

3) PBI No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah 

dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang melakukan Kegiatan 

Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. 

4) PBI No. 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang antar bank Berdasarkan 

Prinsip Syariah. 

5) PBI No. 2/9/9PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. 

6) PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank 

Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Syariah dan 

Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank 

Umum Konvensional. 

7) PBI No. 5/3/PBI/2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek 

bagi Bank Syariah. 
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8) PBI No. 5/7/PBI/2003 tentang Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank 

Syariah. 

9) PBI No. 5/9/2003 tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva bagi Bank 

Syariah. 

10) PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah.
34

 

3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah 

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan 

sunnah. Setelah dikaji lebih dalam falsafah dasar beroperasinya bank 

syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga 

hal yaitu efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada 

prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh 

keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan 

yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas 

proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip 

saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan 

produktivitas.
35

 

Syariah melarang pembayaran biaya untuk menyewa uang (riba, 

yang dalam definisi ulama Islam mencakup segala kelebihan dalam 

transaksi keuangan, riba atau bunga) untuk persyaratan tertentu, serta 

berinvestasi dalam bisnis yang menyediakan barang atau jasa dianggap 

                                                             
34 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah  (Yogyakarta: UPP STIM 

YKPN, 2016), h. 14    
35

 Edy Wibowo, et all, Mengapa Memilih Bank Syariah? (Bogor: Ghalia Indonesia, 

2005), h. 33  
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bertentangan dengan prinsip-prinsipnya (haram, dilarang). Sementara 

prinsip-prinsip ini digunakan sebagai dasar untuk ekonomi yang 

berkembang dimasa-masa sebelumnya, hanya pada akhir abad ke-20 

sejumlah bank Islam dibentuk menerapkan prinsip-prinsip ini pada 

lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim.
36

 

Dalam mewujudkan arah kebijakan suatu perbankan yang sehat, 

kuat dan efisien, sejauh ini telah didukung oleh enam pilar dalam 

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yaitu, stuktur perbankan yang sehat, 

sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan 

efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang 

mencukupi, dan perlindungan konsumen.
37

    

Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Bank 

umum syariah disebut juga dengan full branch, karena tidak dibawah 

koordinasi bank konvensional, sehingga aktivitasnya terpisah dengan 

konvensional.
38

 

Ditinjau dalam segi statusnya bank umum syariah terdiri atas dua 

jenis bank, yaitu.  

 

 

                                                             
36

 Darmawan, Muhammad Iqbal Fasa, Manajemen Lembaga Keuangan Syariah 

(Yogyakarta: UNY Press, 2020), h. 128  
37 Ibid, h. 129  

38
 Ismail, Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi. (Jakarta: Kencana 

Pustaka Media Grup, 2010), h. 51 
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a. Bank Devisa 

Bank devisa merupakan bank syariah yang dapat melakukan 

transaksi keluar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata 

uang asing secara keseluruhan. Bank devisa wajib menyampaikan 

laporan keuangan sekurang-kurangnya dalam dua bahasa, yaitu bahasa 

Indonesia dan Inggris.
39

 

b. Bank Non Devisa 

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin 

untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang 

dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada transaksi dalam 

negeri atau transaksi dalam mata uang rupiah.
40

 

C. Pembiayaan 

1. Pengertian Pembiayaan 

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, 

pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang 

dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk 

mudharabah dan musyarakah; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk 

ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik; (c) 

transaksi jual-beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istish’na; 

(d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan (e) 

transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah dalam transaksi multi-

                                                             
39

 Ibid, h. 55 
40

 Alin Febri Hayunah, “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratiio (CAR), Dana 

Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Return On Asset (ROA) Terhadap 

Likuiditas Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016” (Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis 

Islam UIN Raden Intan Lampung, 2019), h.52. 
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jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta 

atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau 

diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka 

waktu tertentu dalam bentuk ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
41

 

Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh 

suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah 

direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, 

pembiyaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung 

investasi yang telah direncanakan.
42

 

Perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal karena bank syariah 

memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam 

menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana. Bank 

syariah, menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. 

Sifat dari penyaluran dana dengan skema pembiayaan, bukan merupakan 

utang piutang, tetapi merupakan pembiyaan yang diberikan kepada 

nasabah dalam melakukan usaha.
43

  

Pembiayaan merupakan sistem penyaluran dana Bank atau 

Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah, sama halnya dengan 

pemberian kredit oleh bank konvensional ke nasabahnya, kredit atau 

pembiayaan merupakan tugas pokok perbankan. Setiap lembaga keuangan 

syariah harus melakukan rutinitas penyaluran dana ke nasabah guna untuk 

                                                             
41 Ahmad Ifham, Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama. 2010) 
42

 Muhamad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP STIM 
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memenuhi kebutuhan pihak lembaga keuangan sebagai pemilik dana dan 

nasabah sebagai pengguna dana yang akhirnya dapat menguntungkan 

pihak lembaga maupun nasabah.
44

 

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 

Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang 

dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka 

waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
45

 

POJK Nomor 31/POJK.05/2014 disebutkan bahwa perusahaan 

pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan 

usahanya melakukan pembiyaan syariah. Pembiayaan syariah adalah 

penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yaitu 

ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian 

syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
46
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Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat oleh bank syariah 

memiliki perbedaan dengan kredit yang diberikan bank konvensional. 

Dalam bank syariah, return atau pengembalian bukan dalam bentuk 

bunga, melainkan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan persetujuan atau 

kesepakatan yang terjadi pada saat akad pembiayaan berlangsung antara 

bank dan pihak lain. Pihak lain wajib mengembalikan dana pembiayaan 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah.   

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan 

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua 

kelompok yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan 

pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa 

pembiayaan bertujuan untuk meningkatkan ekonomi umat, tersedianya 

dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka 

lapangan kerja baru dan terjadinya distribusi pendapatan.
47

 Adapun secara 

mikro, pembiayaan bertujuan untuk:  

a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka 

memiliki tujuan tertinggi yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap 

pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk 

dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang 

cukup. 
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b. Upaya meminimalkan resiko, artinya usaha yang dilakukan agar 

mampu menghasilkan laba maksimal maka pengusaha harus mampu 

meminimalkan resiko yang akan timbul. 

c. Pendayagunakan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat 

dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam 

dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. 

d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada 

pihak yang kelebihan dana sementara ada pihak yang kekurangan dana 

maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam 

penyeimbang dan penyaluran kelebihan dana kepada pihak yang 

kekurangan dana.
48

 

Bank syariah secara umum melakukan pembiayaan yang memiliki 

fungsi sebagai: 

a. Meningkatkan daya guna uang  

b. Meningkatkan daya guna barang  

c. Meningkatkan peredaran uang 

d. Menimbulkan kegairahan berusaha 

e. Stabilitas ekonomi  

f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional 

Berdasarkan fungsi di atas dapat dikatakan bahwa, masyarakat 

yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut 

akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan 
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hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah 

yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai 

pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh Bank maka 

bank bias memberikan pembiayaan cuma-cuma (pembiayaan kebajikan) 

kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang 

dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal itulah menjadikan 

perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang. Nasabah yang 

mendapatkan pembiayaan dari Bank syariah mampu meningkatkan 

usahanya, baik itu barang produksi, perdagangan, pertanian dan lain-lain, 

dimana mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, 

membantu meningkatkan persediaan kebutuhan masyarakat, sehingga 

meminimalisir import, dimana kebutuhan yang dibuat dan diproduksi oleh 

Negara lain. Peningkatan pendapatan masyarakat berarti meningkatkan 

peredaran uang yang meningkat, baik itu melalui check, giro maupun 

currency.
49

 

3. Jenis-jenis Pembiayaan 

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) 

dapat dibagi menjadi tiga. 

a. Return bearing financing, yaitu bentuk pembiayaan yang secara 

komersial menguntungkan, ketika pemilik modal mau menanggung 

risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan. 
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b. Return free financing, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk 

mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang 

membutuhkan (poor), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat 

diberikan. 

c. Clarity financing, yaitu bentuk pembiayaan yang memang diberikan 

kepada orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim 

terhadap pokok dan keuntungan. 

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai 

segi, diantaranya:  

a. Jenis Pembiayaan dilihat dari Segi Kegunaan  

1) Pembiayaan Investasi 

2) Pembiayaan Modal Kerja  

b. Jenis Pembiayaan dilihat dari Tujuan 

1) Pembiayaan Konsumtif 

2) Pembiayaan Produktif 

c. Jenis Pembiayaan dilihat dari Jangka Waktu  

1) Short Term (pembiayaan jangka pendek dengan jangka waktu 

maksimum satu tahun). 

2) Intermediate Term (Pembiayaan jangka waktu menengah dengan 

jangka waktu lebih dari satu sampai tiga tahun). 

3)  Long Term (Pembiayaan jangka panjang dengan jangka waktu 

lebih dari tiga tahun) 
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4) Demand Loan atau Call Loan adalah suatu bentuk pembiayaan 

yang setiap waktu dapat diminta kembali 

d. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Segi Jaminan 

1) Pembiayaan dengan jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan 

dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berbentuk barang 

berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. 

2) Pembiayaan tanpa jaminan, yaitu pembiayaan yang diberikan tanpa 

jaminan barang atau orang tertentu. Pembiayaan ini diberikan 

dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau 

nama baik calon peminjam selama ini.
50

 

D. Hapus Buku (Write Off) 

1. Pengertian Hapus Buku (Write Off) 

Penyelesaian pembiayaan macet, atau kategori Golongan V, adalah 

upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan debitur dengan 

kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi 

syarat pelunasan. 

Pembiayaan macet (Golongan V) merupakan salah satu 

pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya 

restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan 

pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. 
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Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, bank melakukan 

tindakan-tindakan hukum yang bersifat represif/kuratif.
51

 

Seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada debitur, 

tidak semuanya lancar. Pada umumnya sebagian besar pembiayaan yang 

diberikan oleh bank masuk dalam golongan pembiayaan lancar, dan 

sebagian kecil masuk dalam golongan pembiayaan macet. pembiayaan 

yang telah digolongkan dalam kolektebilitas macet pada waktunya atas 

pertimbangan tertentu dapat dihapusbukukan (Taswan, 2005). Bank dapat 

melakukan penghapusbukuan atas pembiayaan macet. Salah satu 

pertimbangan dilakukan write off adalah bahwa tidak adanya kemungkinan 

debitur membayar pinjamannya, sehingga diputuskan oleh bank untuk di 

write off. Pembiayaan yang dihapusbukukan bukan berarti 

dihapustagihkan, bank tetap mempunyai kewajiban untuk melakukan 

tagihan pembiayaan macet kepada debitur.
52

 

Praktik perbankan, pada tahap awal bank akan melakukan upaya 

penyelamatan pembiayaan terhadap portofolio pembiayaan yang tergolong 

pembiayaan bermasalah (kredit kurang lancar, kredit diragukan, kredit 

macet).
53
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2. Dasar Hukum Hapus Buku 

Pengaturan dalam PBI yang menjadi landasan dalam melakukan 

penghapusbukuan dan penghapustagihan adalah PBI 14/15/PBI/2012 

tentang pembentukan PPAP dan juga tentang pengaturan 

penghapusbukuan dan penghapustagihan secara umum. Dalam PBI ini 

dinyatakan bahwa bank wajib membuat PPAP untuk setiap aktiva 

produktifnya. Selain itu bank juga diwajibkan memiliki kebijakan tertulis, 

yang telah disetujui oleh Komisaris Bank. Prosedur dari penghapusbukuan 

dan penghapustagihan ini wajib disetujui setidaknya oleh Direksi pada 

bank. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan secara efektif 

terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan dan juga prosedur dari 

penghapusbukuan dan penghapustagihan ini merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Manajemen risiko bank sebagaimana yang telah diatur 

dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
54

 

Hapus buku yang ada di bank umum swasta maupun bank BUMN, 

secara umum telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 

7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, khususnya 

Bab VII, pasal 69 hingga pasal 71. Disamping itu, program hapus buku 

dan hapus tagih sesuai amanat pasal 8 ayat (2) UU Perbankaan (UU 

10/1998) juga harus diatur dalam Pedoman Perkreditan yang harus ada di 

masing-masing bank. 
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Hapus buku saat ini diatur dalam pasal 66, pasal 67 dan pasal 68 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian 

Kualitas Aktiva Aset Bank Umum. Bank wajib memiliki kebijakan dan 

prosedur tertulis mengenai Hapus Buku dan Hapus Tagih. Kebijakan 

Hapus Buku dan Hapus Tagih wajib disetujui oleh dewan komisaris 

sedangkan prosedurnya wajib disetujui paling rendah oleh direksi. 

Kebijakan dan prosedur tersebut antara lain memuat kriteria, persyaratan, 

limit, kewenangan, dan tanggung jawab serta tata cara hapus buku dan 

hapus tagih.
55

 

3. Kebijakan dan Prosedur Hapus Buku 

Hapus buku hanya dapat dilakukan setelah bank melakukan 

berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang 

diberikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dalam bentuk kepada 

debitor, rekstruturisasi pembiayaan, meminta pembayaran dari pihak yang 

memberikan garansi atas aktiva produktif dimaksud, dan penyelesaian 

pembiayaan melalui pengambilan agunan. 

Bank wajib mendokumentasikan upaya yang dilakukan serta dasar 

pertimbangan pelaksanaan program hapus buku dan hapus tagih. Bank 

juga wajib mengadministrasikan data dan informasi mengenai aktiva 

produktif yang telah dihapus buku dan atau dihapus tagih. Semua itu 
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dilakukan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik, sehingga 

dapat menutup peluang munculnya moral hazard.
56

 

E. Pembiayaan Bermasalah  

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah 

Pembiayaan bermasalah adalah suatu pembiayaan yang mengalami 

kesulitan pengembalian atau pelunasan akibat adanya faktor-faktor dari 

sisi nasabah ataupun dari sisi lembaga itu sendiri sehingga menimbulkan 

kerugian. Tujuan dari setiap pembiayaan yang diberikan oleh lembaga 

keuangan adalah untuk menciptakan keuntungan yang diperoleh dari 

pembayaran hasil keuntungan dan margin.
57

  

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang 

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah, dalam 

pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal 

seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak 

memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak 

menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak 

negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).
58

 

Berdasarkan surat edaran BI No. 31/147/KEP/DIR dan Peraturan 

BI No. 5/7/PBI/2003, untuk mengelola kualitas aktiva produktif pada 

lembaga keuangan syariah terdiri dari lancar, dalam perhatian khusus, 
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kurang lancar, diragukan, maacet. Kualitas aktiva produktif ini dinilai 

berdasarkan usaha, kondisi keuangan maupun kemampuan membayar 

nasabah/anggota.
59

 

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya (performance-

nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya dalam menghasilkan 

pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan sudah tidak 

ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, 

memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan 

Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi 

kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
60

 

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko yang pasti 

dihadapi oleh setiap bank atau lembaga keuangan karena resiko ini sering 

disebut juga dengan resiko pembiayaan. Robert Tampubolon menjelaskan 

bahwa resiko pembiayaan adalah eksposur yang timbul sebagai akibat 

kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajibannya.
61

 

2. Penggolongan Pembiayaan Bermasalah 

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang 

Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha 

Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 
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9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai 

berdasarkan aspek-aspek: 

a Prospek usaha; 

b Kinerja (performance) nasabah; dan 

c Kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan.
62

  

Bank melakukan penggolongan pembiayaan menjadi dua 

golongan, yaitu pembiayaan performing dan non-performing. Pembiayaan 

performing disebut juga dengan pembiayaan yang tidak bermasalah 

dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 

a Pembiayaan dengan kualitas lancar 

Pembiayaan lancar merupakan pembiayaan yang diberikan kepada 

nasabah dan tidak terjadi tunggakan, baik tunggakan pokok dan bunga. 

Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan 

perjanjian. 

b Pembiayaan dengan kualitas perhatian khusus 

Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam 

pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan 

angsuran pokok sampai dengan 90 hari.  

Pembiayaan non-performing merupakan pembiayaan yang sudah 

dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. 

Pembiayaan non-performing disebut juga dengan pembiayaan bermasalah, 

dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: 
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a Pembiayaan kurang lancar 

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah 

mengalami tunggakan. Yang tergolong pembiayaan kurang lancar 

apabila pengembalian pokok dan bunganya telah mengalami 

penundaan pembayarannya melampui 90 hari sampai dengan kurang 

dari 180 hari. 

b Pembiayaan diragukan 

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami 

penundaan pembayaran pokok. Yang tergolong pembiayaan diragukan 

apabila penundaan pembayaran pokok antara 180 hingga 270 hari. 

c Pembiayaan macet 

Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak 

melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas 

pembiayaan macet tersebut.
63

 

3. Faktor Pembiayaan Bermasalah 

Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam penjelasan Pasal 

37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain 

dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 

yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam 

pelaksanaanya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. 
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Beberapa faktor penyebab pembiayaan bermasalah antara lain 

berasal dari internal bank dan ekternal bank. 

a Faktor internal bank 

1) Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank kurang tepat. 

2) Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan 

nasabah. 

3) Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha 

debitur. 

4) Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, 

direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam 

memutuskan pembiayaan. 

5) Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring. 

b Faktor eksternal bank 

1) Debitur dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran 

kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam 

memenuhi kewajibannya. 

2) Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang 

dibutuhkan terlalu besar. 

3) Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan 

dana pembiayaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan 

(side streaming).  

4) Adanya unsur ketidaksengajaan, misalnya bencana alam, 

ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi. 
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4. Non Performing Financing (NPF) 

Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) tetap 

menjadi momok yang menakutkan bagi perbankan. Apalagi, pengalaman 

membuktikan bahwa salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kinerja 

perbankan yang buruk. Tingginya NPF, khususnya pembiayaan macet, 

memberikan kontribusi besar pada buruknya kinerja perbankan pada saat 

itu. NPF memang salah satu indikator sehat tidaknya sebuah Bank.
64

 

Berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai 

pengertian dari “pembiayaan bermasalah”. Begitu juga istilah Non 

Performing Financing (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah 

Non Performing Loan (NPL) untuk fasilitas kredit tidak dijumpai dalam 

peratutan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap 

statistik yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank 

Indonesia dapat dijumpai istilah Non Performing Financings (NPF) yang 

diartikan sebagai “Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar 

sampai dengan macet”.
65

 

Non Performing Financing (NPF) adalah kredit-kredit yang tidak 

memiliki performance yang baik dan diklasifikasikan sebagai kurang 

lancar, diragukan dan macet. Tugas Bank Indonesia (BI) antara lain adalah 

mempertahankan dan memelihara sistem perbankan yang sehat dan dapat 

dipercaya dengan tujuan menjaga perekonomian. Untuk itu, BI selaku 
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Bank Sentral dan pengawas perbankan di Indonesia memberikan ketentuan 

ukuran penilaian tingkat kesehatan Bank. Salah satu ketentuan BI 

mengenai NPF adalah Bank-Bank harus memiliki NPF kurang dari 5%.
66

 

5. Jenis-Jenis Non Performing Financing (NPF) 

Non performing financing (NPF) dibagi menjadi dua jenis yaitu 

non performing financing gross (NPF Gross) dan non performing 

financing nett (NPF Net),  

a Non Performing Financing Gross (NPF Gross), adalah perbandingan 

jumlah pembiayaan yang diberikan dengan kolektebilitas tiga sampai 

dengan lima (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan dengan 

total pembiayaan yang diberikan oleh bank. 

b  Non Performing Financing Net (NPF Net), adalah perbandingan 

antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas tiga sampai 

dengan lima (kurang lancar, diragukan, macet) dikurangi dengan 

penghapusan penyisihan aktiva produktif (PPAP) kolektibilitas tiga 

sampai dengan lima (kurang lancar, diragukan, macet) dibandingkan 

dengan total kredit yang diberikan.
67
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F. Tinjauan Pustaka 

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi landasan acuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Zaim Nur Afif, Imron Mawardi (2014) Pengaruh Pembiayaan 

Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan 

Bermasalah Bank Umum Syariah (2009-2013). Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung antara pembiayaan 

murabahah terhadap laba bank umum syariah melalui variabel endogen 

intervening yaitu pembiayaan bermasalah.
68

 

Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati (2017), Analisis Solutif 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk 

Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan murabahah bermasalah 

berasal dari 1) nasabah, 2) internal bank dan 3) faktor fiktif. Teknis 

penyelesaian dilakukan dengan metode on the spot, somasi, penagihan, 

restrukturisasi, penjualan jaminan, dan melakukan write off serta adanya 

penetapan terhadap denda. Selain itu, BMI juga mempunyai pola-pola 

kebijakan internal yang secara langsung tidak diatur secara detail oleh otoritas 

keuangan seperti pembentukan tim remedial yang khusus menangani 

pembiayaan bermasalah.
69
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Ubaidillah (2018), Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi 
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pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara 
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Yang Mempengaruhi Non-Performing Financing Studi Kasus Pada Bank Dan 

BPR Syariah Di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel 

makroekonomi dalam jangka panjang berpengaruh terhadap kemampuan 

nasabah dalam membayar kembali dana pembiayaan yang telah diberikan. 

Selain dari aspek makroekonomi, besaran tingkat pengembalian dan total 

pembiayaan dalam jangka panjang juga berpengaruh terhadap gagal bayar 

seorang nasabah. Risiko pembiayaan merupakan salah satu risiko yang dapat 
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Kredit Bermasalah Dan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap 
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Murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF, dan Pembiayaan musyarakah 
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(6 milyar), 2015 (10 milyar). Walaupun peningkatannya cukup signifikan, 

tetapi nilai NPFnya cukup baik 4,2 %, 3,2 %, dan 3,8% dan nilai itu di bawah 

standar NPF yang ditetapkan BI (5%). Hal ini membuktikan bahwa strategi 

yang digunakan cukup efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah. 

Strategi yang digunakan ada dua, yakni stay strategy dan exit strategy. Dalam 

tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah, strategi yang digunakan adalah 

stay strategy atau cooperative strategy. Stay strategi digunakan apabila pihak 

bank masih ingin menjalin hubungan bisnis dengan nasabah. Strategi ini 

dilakukan melalui upaya restrukturisasi (seperti rescheduling, reconditioning, 

dan restructuring).
74

 

Madona Khairunisa, Musrifah (2020), Penyelesaian Penyelesian Pembiayaan 

Bermasalah pada Bank Syariah. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada 

Bank syariah, Bank dapat melakukan upaya-upaya penyematan dan penyelesain 

pembiayaan dengan cara Restrukturisasi. restrukturisasi yang dapat dilakukan adalah 

Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), 

Penataan kembali (restructuring), Penyelesaian melalui jaminan (collection agent) 

dan Hapus Buku (write off).75
 

Amalia Nurul Iman, Adityawarman, Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) Pada Perbankan Syariah 

Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPF memiliki 
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pengaruh positif yang signifikan terhadap PPAP. Bank syariah yang memiliki 

jumlah rasio NPF yang tinggi cenderung menaikkan jumlah PPAP untuk 

menutupi risiko pembiayaan tersebut agar bank tidak mengalami kerugian 

selama periode berjalan.
76

 

Atri Jayanti, Faridah, Arifuddin Mane (2016), Perlakuan Akuntansi 

PSAK No.55 (Revisi 2011) Terhadap Kredit Bermasalah Dalam Ruang 

Lingkup Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pinrang. 

Penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa tindakan penghapusbukuan terhadap 

kredit macet pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sesuai dengan 

penyesuaian PSAK Nomor 55 (Revisi 2011) tentang penghentian pengakuan 

terhadap pinjaman yang diberikan atau aset keuangan lain yang 

dihapusbukukan. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan 

mendebit penyisihan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas 

kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan 

dikreditkan ke dalam akun penyisihan kerugian penurunan nilai atas kredit 

yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal 

laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional 

lainnya.
77

 

Fathyah Isnaini, Sahara, Tita Nursyamsiah (2019), Faktor-faktor yang 

Memengaruhi Tingkat Non Performing Financing dan Non Performing Loan pada 
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Dual Banking System di Indonesia. Penelitian ini menggunakan dua faktor dalam 

pengujiannya yaitu faktor internal bank yang terdiri dari Capital Adequacy Ratio 

(CAR), total asset, beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), 

Return on Asset (ROA), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) maupun Loan to 

Deposit Ratio (LDR), dan factor eksternal yang terdiri dari Gross Domestic Product 

(GDP), Inflasi dan BI rate. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada bank umum 

syariah faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap NPF diantaranya adalah 

GDP, inflasi, CAR, ROA, FDR, dan BOPO. Pada bank umum konvensional faktor 

yang berpengaruh secara signifikan di antaranya adalah GDP, inflasi, BI rate, CAR, 

LDR, BOPO, dan total aset.
78 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

terletak pada variabel terikat (Y) yang mengukur tingkat penurunan rasio non 

performing financing (NPF), tahun dan objek yang akan diteliti. 

G. Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila 

dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila 

penelitiannya hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, 

maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis 

juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti.
79

 Kerangka 

pikir dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 
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H. Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian 

sampai terbukti melalui data terkumpul.
80

 Sebuah hipotesis yang memiliki 

fungsi yag sangat penting dalam suatu penelitian, yakni memberikan arah 

yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian, berdasarkan pendapat tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji terlebih dahulu, 

berfungsi sebagai pemberi arah yang jelas terhadap pelaksanaan penelitian.
81

 

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang harus ditanggung pihak 

bank atas terjadinya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang 
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disalurkan. Pembiayaan macet yang telah diberikan oleh sebuah bank dapat 

berpengaruh pada tingkat NPF dikerenakan pembiayaan merupakan sumber 

utama pendapatan bank. NPF yang tinggi akan dapat mempengaruhi dan 

mengganggu perputaran modal kerja dari bank itu sendiri. Oleh sebab itu 

ketika bank memiliki pembiayaan macet yang relatif tinggi, maka bank harus 

berupaya mengevaluasi kinerjanya sehingga dapat menurunkan rasio NPF.  

Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah 

Ibrahim, Arinal Rahmati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan 

dilakukannya hapus buku adalah untuk memperbaiki rasio NPF. 

H1 : Hapus buku berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat 

penurunan rasio NPF 
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Lampiran 1 

Data Tabel Jumlah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia 2013-

2017 

       
no. Instansi 

Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 BUS 22 22 22 21 21 

2 UUS 11 12 12 13 13 

3 BPRS 163 163 163 166 167 

 

Lampiran 2 

Data Tabel Perkembangan Aset dan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah 

2013-2017 dalam Miliar Rupiah 

 

Lampiran 3 

Data Tabel Jumlah Pembiayaan, Seluruh Pembiayaan Macet dan Hapus Buku 

BUS Periode 2013-2017 dalam Miliar Rupiah 

 

Dana 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Jumlah Pembiayaan 184.122 186.138 192.642 230.035 255.236 

Jumlah Pembiayaan 

Macet 2.735 3.990 4.684 4.685 4.251 

Jumlah Hapusbuku 

(Write Off) 3.615 4.270 5.966 7.992 12.304 

 

 

 

Dana 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

Aset 242.276 204.961 213.243 254.184 288.027 

DPK 183.534 170.723 174.895 206.407 238.225 
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Lampiran 5 

 

Lampiran 6 

Hasil Analisis Statistik Deskriftif 

Statistics 

 Hapusbuku NPF 

N Valid 35 35 

Missing 0 0 

Mean 19,3971 ,0229 

Std. Error of Mean ,67824 ,00244 

Median 18,7500 ,0194 

Mode 12,89
a
 ,03 

Std. Deviation 4,01250 ,01446 

Variance 16,100 ,000 

Skewness 1,307 ,218 

Std. Error of Skewness ,398 ,398 

Kurtosis 1,275 -1,029 

Std. Error of Kurtosis ,778 ,778 

Range 16,64 ,05 

Minimum 12,89 ,00 

Maximum 29,53 ,05 

Sum 678,90 ,80 

Percentiles 25 17,4500 ,0113 

50 18,7500 ,0194 

Tabulasi Data Jumlah Rasio NPF Bank Umum Syariah Tahun 2013 - 2017 

       

No. Nama Bank 
Tahun 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 BNI Syariah 0,0113 0,0104 0,0146 0,0164 0,015 

2 BRI Syariah 0,0326 0,0365 0,0389 0,0319 0,0475 

3 Bank Syariah Mandiri 0,0229 0,0429 0,0405 0,0313 0,0271 

4 Bank BTPN Syariah 0,0046 0,0087 0,0017 0,002 0,0005 

5 Bank Mega Syariah 0,0145 0,0181 0,0316 0,0281 0,0275 

6 Bank Muamalat 0,0156 0,0485 0,042 0,014 0,0275 

7 Bank Panin Syariah 0,0077 0,0029 0,0194 0,0186 0,0483 

 



 

 

 

75 20,1300 ,0326 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 35 

Normal Parameters
a,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.32955144 

Most Extreme Differences Absolute .147 

Positive .147 

Negative -.096 

Kolmogorov-Smirnov Z .871 

Asymp. Sig. (2-tailed) .434 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.914 1.765  1.084 .286 

Hapusbuku -.031 .068 -.079 -.454 .653 

e. Dependent Variable: Abs_RES 

 

 

 

 



 

 

 

c. Uji Autokorelasi 

 

Runs Test 

 
Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.45151 

Cases < Test Value 17 

Cases >= Test Value 18 

Total Cases 35 

Number of Runs 23 

Z 1.379 

Asymp. Sig. (2-tailed) .168 

a. Median 
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Analisis Regresi Linier Sederhana 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.934 3.360  -1.766 .087 

Hapusbuku .320 .130 .393 2.453 .020 

a. Dependent Variable: NPF 
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Uji t Parsial 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -5.934 3.360  -1.766 .087 

Hapusbuku .320 .130 .393 2.453 .020 

a. Dependent Variable: NPF 
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Uji Koefisien Determinasi R Square 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .393
a
 .154 .129 1.34955 

a. Predictors: (Constant), Hapusbuku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


